
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1422, 2017 BAWASLU. Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.  

 
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA  

AKIBAT KEKURANGAN PERBENDAHARAAN  

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa  untuk  menjamin  pengamanan keuangan  Negara 

dan disiplin serta tanggung jawab pegawai di Lingkungan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum dari tindakan 

melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara, baik 

sengaja maupun lalai yang menyebabkan kerugian 

Negara, diperlukan adanya pedoman penyelesaian secara 

komprehensif berdasarkan ketentuan perundang-

undangan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman 

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan 

Perbendaharaan di Lingkungan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4892); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135); 
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  8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang 

Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-

undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang 

Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, 

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 181); 

  10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 

2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara 

terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 147); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN 

NEGARA AKIBAT KEKURANGAN PERBENDAHARAAN DI 

LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya 

disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara 

Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi 

tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, 

menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau 

surat barharga atau barang-barang negara/daerah.  
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3. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang 

untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan 

APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian 

Negara/Lembaga. 

4. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya 

disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk 

membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan 

pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran 

pelaksanaan kegiatan tertentu. 

5. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang 

pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN 

pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian 

Negara/Lembaga. 

6. Pemeriksaan Kas adalah kegiatan meneliti kesesuaian 

antara saldo kas dan setara kas dengan rekening giro dan 

perhitungan fisik uang pada saat tanggal pemeriksaan 

kas. 

7. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya 

disingkat TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian 

kerugian negara yang diangkat oleh Ketua Bawaslu. 

8. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat 

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya 

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai. 

9. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang 

selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan 

yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan 

bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas 

Kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti 

Kerugian Negara dimaksud. 

10. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat 

keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu 

mengenai pembebanan penggantian sementara atas 
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Kerugian Negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita 

jaminan. 

11. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang 

selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan 

yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk 

mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas 

tuntutan penggantian Kerugian Negara. 

12. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan 

yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

mengenai proses penuntutan kasus Kerugian Negara 

untuk sementara tidak dapat dilanjutkan. 

13. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan 

yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang 

mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan 

penggantian Kerugian Negara terhadap Bendahara. 

14. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan 

yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk 

mengganti Kerugian Negara karena tidak ada unsur 

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

15. Penghapusan Kekurangan Uang adalah rangkaian 

kegiatan dan usaha untuk menghapuskan dari 

perhitungan Bendahara uang yang dicuri, digelapkan 

atau hilang di luar kesalahan/kelalaian Bendahara 

bersangkutan. 

16. Persetujuan Penghapusan Kekurangan Uang dari 

Perhitungan Bendahara adalah suatu persetujuan yang 

diberikan oleh Ketua Bawaslu untuk menghapuskan 

uang yang dicuri, digelapkan, atau hilang di luar 

kesalahan/kelalaian Bendahara. 

17. Peniadaan Selisih antara Saldo Buku dan Saldo Kas 

adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk meniadakan 

selisih antara saldo buku dan saldo kas yang tidak segera 

dapat ditutup pada Bendahara yang terjadi karena 

kesalahan/kelalaian Bendahara. 
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